	
Harian	
	:
	Mercusuar
	

	Hari, tanggal
	:
	[bookmark: _GoBack]Senin, 04 November 2013
	

	Keterangan
	:
	Hal. 16 Kolom 2-7
	

	Entitas
	:
	BPK
	



[image: C:\Users\User\Pictures\My Scans\2013-11 (Nop)\scan0002.jpg][image: C:\Users\User\Pictures\My Scans\2013-11 (Nop)\scan0001.jpg]
image1.jpeg
frfemberitaan mMmercusuaQar, cdist ==

UKtober =015) serta uang

PKB dan BBNKB sebanyak Rp.1.32 milyvar yang tidak disetor-
kan ke Kas Daerah, perlu diungkap secara transparan dan
dipertanggungjawabkan oleh instansi Pemda yang berkom-
peten mengelolah. Uang PKB dan BBNKEB cukup fantasis
Jumlahnya. Itu uang rakyat dan harus dipertanggungjawab-

kan kepada rakyat.

e/ Aminuddin Kasim

‘Prinsip Transparansi

Adanya temuan BPK itu sema-
kin menguatkan kesan bahwa
pengelolaan sumber keuangan
daerah saat ini masih menyisah-
kan masalah. Transparansi dan
akuntabilitas belum sepenuhnya
disadari sebagai asas penting
dalam mewujudkan tata kel-
ola pemerintahan yang bersih.
Pemerintah Pemerintah No. 58
Tahun 2005 telah menggariskan
perlunya asas itu sebagai pijakan
dalam pengelolaan keuangan
daerah. Lebih dari itu, Pasal 4
sudah jelas menyebutkan bahwa
keuangan daerah dikelola se-
cara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung-jawab Keuangan Ne-
gara memberi jaminan bahwa
laporan hasil pemeriksaan BPK
tidak termasuk laporan yang me-
muat rahasia negara yang diatur
dalam peraturan perundang-
undangan. Demikian pula UU No.
14 Tahun 2008 tentang Keterbu-
kaan Informasi Publik, juga tidak
menyinggung soal laporan hasil
pemeriksaan keuangan sebagai
informasi publik yang dikecuali-
kan untuk diakses oleh publik.
Berhubung karena temuan BPK
tersebutsudah terungkap di ruang
publik, maka publik juga menaruh
haparan kepada BPK Perwakilan
Sulteng agar pelaksanaan tugas
pemeriksaan tidak hanya berhenti
saat laporan pemeriksaan sudah
diserahkan kepada Gubernur
Sulteng. Pasal 13 UU No. 15 Tahun
2004 masih memberi kewenan-
gan kepada Pemeriksa dari BPK
untuk melakukan pemeriksaan
lebih lanjut berupa pemeriksaan

vestigatif menyimpulkan kuatnya
dugaan adanya unsur penyalah-
gunaan wewenang serta adanya
unsur kerugian keuangan daerah,
maka pihak BPK Perwakilan Sul-
teng perlu merekomendasikan
kepada instansi penegak hukum
agar ditindak-lanjuti lewat proses
penyelidikan/ penyidikan kasus
tindak pidana korupsi.

Optimalisasi Fungsi Penga-
wasan DPRD

Terkait dengan adanya temuan
BPK tersebut, DPRD berwenang
untuk meminta keterangan atau
penjelasan dari pejabat instansi
Pemda yang berkompeten guna
mengungkap hal-ikhwal ketidak-
jelasan uang PKB dan BBNKB yang
totalnya sebesar Rp.84,57 milyar.
Sebagai lembaga yang merepre-
sentasikan rakyat Sulteng, DPRD
harus mengoptimalkan fungsi
pengawasan guna mendukung
terciptanya tata kelola keuangan
daerah yang tertib, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

Pelaksanaan fungsi pengawasan
DPRD tidak hanya sebatas meru-
juk pada UU Pemda (UU No. 32
Tahun 2004), tetapi juga dapat
merujuk pada UU No. 15 Tahun
2004. Dalam rangka mendukung
terwujudnya tertib pengelolaan
keuangan daerah yang transparan
dan akuntabel, DPRD tidak hanya
bersikap pasif menunggu laporan

(Pasal 17 ayat 2), tetapi juga da-
pat melakukan tindakan hukum
berupa: (a) meminta penjelasan
kepada BPK Perwakilan Sulteng
dalam rangka menindaklanjuti
hasil pemeriksaan, (b) dapat
meminta BPK Pewakilan Sulteng
untuk melakukan pemeriksaan
lanjutan, dan (c) dapat meminta
Pemerintah untuk melakukan
tindak lanjut atas hasil pemeriks-
aan lanjutan (Pasal 21 UU No. 15
Tahun 2004).

Soal ketidak-jelasan uang PKB
dan BBNKB berdasarkan hasil
temuan BPK Perwakilan Sulteng,
perlu mendapatkan perhatian
serius dari DPRD guna mence-
gah kemungkinan ketidak-jelasan
yang uang PKB dan BBNKB di
masa mendatang. Sebab, potensi
penerimaan keuangan daerah dari
PKB dan BBNKB tampaknya cukup
menjanjikan. Apalagi realitas saat
ini menunjukkan adanya trend
peningkatan kendaraan bermotor
setiap saat di wilayah Sulteng.
Jika saat ini saja terdapat sekitar
87.926 unit kendaraan bermotor
yang belum terbayarkan PKB dan
BBNKB-nya, lalu bagaimana ke
depan? Silahkan DPRD menyi-
kapinya.

Penulis adalah Dosen Pasca
Sarjana Prodi Ilmu Hukum
UNTAD
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Temuan Badan Pemerzksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan
Sulteng terkait dengan tidak jelasnya atau kaburnya uang
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Ken-
daraan Bermotor (BBNKB) yang sebanyak Rp.83,25 milyar
‘(Pemberitaan Mercusuar, Edisi 29 Oktober 2013) serta uang
PKB dan BBNKB sebanyak Rp.1.32 mlI_yaryang tidak disetor-
kan ke Kas Daerah, perlu diungkap secara transparan dan
dipertanggungjawabkan oleh instansi Pemda yang berkom-
peten mengelolah. Uang PKB dan BBNKB cukup fantasis
Jjumlahnya. Itu uang rakyat dan harus dipertanggungjawab-

kan kepada rakyat.

(@B Aminuddin Kasim

‘Prinsip Transparansi

Adanya temuan BPK itu sema-
kin menguatkan kesan bahwa
pengelolaan sumber keuangan
daerah saat ini masih menyisah-
kan masalah. Transparansi dan
akuntabilitas belum sepenuhnya
disadari sebagai asas penting
dalam mewujudkan tata kel-
ola pemerintahan yang bersih.
Pemerintah Pemerintah No. 58
Tahun 2005 telah menggariskan
perlunya asas itu sebagai pijakan
dalam pengelolaan keuangan
daerah. Lebih dari itu, Pasal 4
sudah jelas menyebutkan bahwa
keuangan daerah dikelola se-
cara tertib, taat pada peraturan
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Tanggung-jawab Keuangan Ne-
gara memberi jaminan bahwa
laporan hasil pemeriksaan BPK
tidak termasuk laporan yang me-
muat rahasia negara yang diatur
dalam peraturan perundang-
undangan. Demikian pula UU No.
14 Tahun 2008 tentang Keterbu-
kaan Informasi Publik, juga tidak
menyinggung soal laporan hasil
pemeriksaan keuangan sebagai
informasi publik yang dikecuali-
kan untuk diakses oleh publik.
Berhubung karena temuan BPK
tersebutsudah terungkap di ruang
publik, maka publik juga menaruh
haparan kepada BPK Perwakilan
Sulteng agar pelaksanaan tugas
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1nvest1gat|f guna mengungkap
adanya indikasi kerugian keu-
angan daerah dan/atau adanya
unsur tindak pidana (korupsi).
Lalu, jika hasil pemeriksaan in-
vestigatif menyimpulkan kuatnya
dugaan adanya unsur penyalah-
gunaan wewenang serta adanya
unsur kerugian keuangan daerah,
maka pihak BPK Perwakilan Sul-
teng perlu merekomendasikan
kepada instansi penegak hukum
agar ditindak-lanjuti lewat proses
penyelidikan/ penyidikan kasus
tindak pidana korupsi.

Optimalisasi Fungsi Penga-
wasan DPRD

Terkait dengan adanya temuan
BPK tersebut, DPRD berwenang
untuk meminta keterangan atau
penjelasan dari pejabat instansi
Pemda yang berkompeten guna
mengungkap hal-ikhwal ketidak-
jelasan uang PKB dan BBNKB yang
totalnya sebesar Rp.84,57 milyar.
Sebagai lembaga yang merepre-
sentasikan rakyat Sulteng, DPRD
harus mengoptimalkan fungsi
pengawasan guna mendukung
terciptanya tata kelola keuangan
daerah yang tertib, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

Pelaksanaan fungsi pengawasan
DPRD tidak hanya sebatas meru—

Temuan BPK Soal Ketldak-]elasan Uang PKB dan BBNKB"

keuangan Pemda selambat-lam-
batnya 2 (dua) bulan setelah
Pemda menerima laporan peme-
riksaan keuangan yang disampai-
kan oleh BPK Perwakilan Sulteng
(Pasal 17 ayat 2), tetapi juga da-
pat melakukan tindakan hukum
berupa: (a) meminta penjelasan
kepada BPK Perwakilan Sulteng
dalam rangka menindaklanjuti
hasil pemeriksaan, (b) dapat
meminta BPK Pewakilan Sulteng
untuk melakukan pemeriksaan
lanjutan, dan (c) dapat meminta
Pemerintah untuk melakukan
tindak lanjut atas hasil pemeriks-
aan lanjutan (Pasal 21 UU No. 15
Tahun 2004).

Soal ketidak-jelasan uang PKB
dan BBNKB berdasarkan hasil
temuan BPK Perwakilan Sulteng,
perlu mendapatkan perhatian
serius dari DPRD guna mence-
gah kemungkinan ketidak-jelasan
yang uang PKB dan BBNKB di
masa mendatang. Sebab, potensi
penerimaan keuangan daerah dari
PKB dan BBNKB tampaknya cukup
menjanjikan. Apalagi realitas saat
ini menunjukkan adanya trend
peningkatan kendaraan bermotor
setiap saat di wilayah Sulteng.
Jika saat ini saja terdapat sekitar
87.926 unit kendaraan bermotor
yang belum terbayarkan PKB dan




